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ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan
untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya
Saing Industri Sektor Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 14/PMK.010/2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2020;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916); Perpres Rl No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Perpres Rl No. 68 Tahun 2019 (LN
Tahun 2019 No. 203); Permenkeu Rl No. 248/PMK.011/2014 (BN Tahun 2014 No. 1979)
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu Rl No. 14/PMK.010/2018 (BN Tahun 2018 No.
242); Permenkeu Rl No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu Rl No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.
1745);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah yang selanjutnya disebut KPA BM DTP adalah pejabat pada kementerian
negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pengelolaan
anggaran belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.

Selain itu diatur pula ketentuan mengenai:

a. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan kepada sektor industri tertentu dengan KPA
BM DTP dan alokasi pagu anggaran; dan

b. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan oleh perusahaan
pada sektor industri tertentu,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal
31 Desember 2020.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Februari 2020.

- Lampiran halaman 6-51.



